BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 Tentang Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Pasmah
Air Keruh Kabupaten Empat Lawang belum terlalu
menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana di atur di dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik, hal ini dapat dilihat dari Standar Operasional Prosedur
yang menjadi pedoman pelayanan Kantor Camat Pasemah Air
Keruh Kabupaten Empat Lawang yang mengatur secara detail
tentang syarat-syarat, waktu dan pelayanan yang efesien bagi
masyarakat belum diterapkan secara penuh. Akan tetapi
standar prasional procedure (SOP) tersebut hanya formalitas
yang mana pelayanan itu bisa dilaksanakan di luar jam kerja.
Contohnya bisa meminta tanda tangan kepala kantor camat
(CAMAT) di rumahnya langsung.
1. Faktor Penghambat Pelayanan Publik Di Antara Lain

Pelayanan Belum Sesuai Dengan Prosedure pelayanan
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2.

yang telah ditetapkan, Terutama Ketepatan Waktu
Pelayanan yang mana dalam pelayan yang di terima oleh
masyarakat itu waktunya tidak menentu dan masih
berbelit-belit. Pegawai Tidak Disiplin (kurang disiplin),
pegawai instansi perlu melakukan upaya pembinaan dan
pengawasan secara berkelanjutan guna meningkatkan
kesadaran serta tanggung jawab pegawai terhadap
pelaksanaan tugas dan kewajibannya, serta mendukung
terciptanya pelayanan publik yang efektif, efisien, dan
berkualitas. Masi Adanya Praktek Pungutan Liar,
Seharusnya pegawai kantor camat harus menjaga prinsip-
prinsip etika pelayanan publik guna menciptakan tata
kelola pemerintahan yang baik.
Tinjauan  Siyasah ldariyah Terhadap Pelaksanaan
Pelayanan Publik Di Kecamatan Pasemah Air Keruh
Kabupaten Empat Lawang

Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kecamatan
Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang telah

bersesuaian dengan konsep Siyasah ldariyah, sebagaimana
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tujuan dari hukum tata negara sendiri yaitu untuk mengatur
kepentingan rakyat demi tercapainya keadilan terhadap
masyarakat. dari sejauh ini asas dan prinsip pemerintahan
Islam telah diimplementasikan dalam praktik pelayanan.
Asas amanah, keadilan, kemaslahatan, musyawarah,
tanggung jawab, dan transparansi menjadi fondasi normatif
yang membimbing aparatur dalam menjalankan tugasnya,
sedangkan prinsip profesionalitas, efektivitas, efisiensi,
akuntabilitas, responsivitas, persamaan hak, dan integritas
merupakan indikator operasional yang mencerminkan
kualitas pelayanan.
B. Saran
Dari hasil penelitian tersebut, penulis memberikan saran-
saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut :

1. Untuk Kecamatan Pasemah Air Keruh dan Pegawai-
Pegawai yang memberikan pelayanan kepada masyarakt di
Kecamatan  Pasemah  Air  Keruh, agar tetap
mempertahankan pelayanan maksimal kepada masyarakat

dan jika memungkinkan untuk dapat ditingkatkan agar
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pelayanan prima tetap dapat diberikan kepada masyarakat
di Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat
Lawang. Dan Pelayanannya harunya bisa di percepat lagi,
kemudian diharapkan ketepatan waktu pegawai dalam
melayani masyarakat itu bisa lebih baik lagi, karena
keterlambatan pegawai itu juga bisa mempengaruhi
pelayanan yang diterima oleh masyarakat.

Setiap pegawai harus senantiasa bertindak secara
profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya sesuai dengan kewenangan, fungsi, serta porsi
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam organisasi. Selain
itu, seluruh aparatur wajib menjunjung tinggi prinsip-
prinsip etika pelayanan publik, transparansi, dan
akuntabilitas guna menciptakan tata kelola pemerintahan
yang baik. Kemudian segala bentuk praktik pungutan liar
(pungli) yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan harus dihilangkan dan tidak boleh
terjadi dalam proses pelayanan. Setiap pelayanan yang

diberika n harus sesuai dengan prosedur, standar
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pelayanan, serta biaya resmi yang telah ditetapkan,
sehingga masyarakat memperoleh kepastian, keadilan, dan
perlindungan dari tindakan penyalahgunaan wewenang
oleh aparatur.

. Pegawai yang berfungsi sebagai pelaksana pelayanan
langsung kepada masyarakat hendaknya memahami bahwa
tugas yang diembannya tidak hanya merupakan kewajiban
administratif dan tanggung jawab kedinasan semata, tetapi
juga memiliki nilai moral, sosial, dan spiritual yang tinggi.
Dalam menjalankan tugas pelayanan, setiap pegawai
dituntut untuk memberikan pelayanan secara profesional,
ramah, adil, dan bertanggung jawab, dengan
mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai penerima
layanan. Selain itu, pelaksanaan tugas pelayanan publik
juga perlu dipandang sebagai bagian dari ibadah, yaitu
suatu bentuk pengamalan nilai-nilai kejujuran, keikhlasan,
amanah, dan tanggung jawab yang dilakukan untuk

memberikan manfaat bagi sesama.
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